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KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG  

NOMOR : 13/BAKESBANGPOL/TAHUN 2026 
 

TENTANG 
 

 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN BENGKAYANG  
 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN 
BENGKAYANG,  

 
Menimbang : a. bahwa Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 4 Tahun 2024, disebutkan PPID 
Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada 
sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, 
kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, 
sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat 
yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis 

daerah, dan sekretaris camat. 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang tentang 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik  Kabupaten Bengkayang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3823); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 


